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KATA PENGANTAR

- : : mdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S'lillT, karena dengan ridha-Nya
-' ah Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper "Pengelolaan Sumb"er Daya AIam
:::Lrasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adaf dan Eksistensinya Dalam Hukum
" 

-5ioDEl" berhasil disusun datt diselesaikan.

::apun Tujuan Dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk menginventarisasi
'=:eradaan kearifan lokal dalam mengeloa sumber daya alam yang masih berlangsung,*-=ngetahui 

ketahanan kearifan lokal terhadap pengiruh budaya luar dan interwensi
' =:iiakan pemerintah, mengetahui singkronisail pera:tutan perundang-undangan dalam:=:gelolaan sumber daya alam dergan keriifan lckai masyarakat adat dalam
:=rqelolaan sumber daya alam dan merumuskan Policy Brief vagi pemerintah dalam
::ngelolaan Sumber Daya Alam yang Lrerkelanjutan yang berbasii paaa kearifan lokal
:. asr,,arakat adat.

:'--ara Seminar Nasional dan Call for paper ini diselenggarakan Di STIHPADA pada:':ggal 29-30 oktotrer 2019 dan terlaksana berkat dul*ungan serb kerjasama yang
-iansat kooperatif antara Asosiasi Pengajar Hukum Adat [ApHAJ Indonesia dan Sekolah
':ngli ilmu Hukum Sumpah Pemuda {STIHPADA] dan segenap instansi terkait lainnya
-':rta semua peserta dan pemakalah yang turut serta dalam menyukseskan acara ini.

-xhtr kata, Kami ucapkan semoga prosiding Seminar Nasional dan Call For paper
!engelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat danlisistensinya Dalam Hukum Nasional" dapat bermanfaat bagi Kita semua terkhusus

l''i as_varakat Indonesia.
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Palembang ?5 September 2019
Kehra Panitia,

Hi. Fatria Khairo, S.T.p., S.H,, M.H.
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FL\GELOLAAN TANAH ULAYAT PERSFEKTIF I(EARIFAN LOKAL
DAN UNDANG-UNDANG I{OMOR 9 TAHT.IN 2OI5

TENTANG PEMERINTAHAN DAERATI

Oleh:

Hj. Dodoy Suharyati, SH., MII. &'Warmiyalla, SH., MI{.
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Iknu Hukum Sumpah Pemuda

Rusniati, SH., MIL
Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTEAK
helitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah

#m ketrim lokal maqing-masing dasah kaau kearifan lokal masing-masing daerah

ff* sma pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yaag berbeda.Sejak
-:;:Iann1,'a Undang-Undang Republik lndonesia Nornor 9 Tahun 2015 Tentang

:--::::n Kedua Atas Undang-undang ]riomor 23 Tahun 2014 Tentang Pernerintahan

r-,: mengatur pokok-pokok penyerahan otonomi di bidang pemerintahan kepada Daerah

-:::en dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonomi dasrah menurut Undang-Undang

: -:: r -r adalah kewenangan otonorni untuli mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

,.: :nrr.:I menurut prakarsa sendiri. berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai pel'aturan

':-- J.Lrg-nfldangan, namun tetap dalam ikatan Negala Kesatuan Republik lndonesia.

:-: i.rnci : Tanah Ulayat, Kearifan Lokal, Pemerintahan Daerah

I PE\DAIIULUAN

1. Latar Belakang

Dalarn hukum adat, tanah merupakan rnasalah yang penting. Hak ulayat sebagai

.snlah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat

r'-rk-um adat, berupa wewenanglkekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan

,:ara laku ke dalam firarpun ke luar. (Maria SW Sumaldjono,2005: 55) Dalam arti

lerlaliu ke dalarn,masyarakat secara bersama-sarna rnempergunakan hak ulayat tersebut

iengan jalan memungut keuntmgan dmi tanah itu beserta segala yang terpelihara di

calarrnya. Sedangkan berlakunya hak ulayat itu ke luar diartikan sebagai orang-oraflg

r ang berada di luar masyarakat hukun adat hanya diperbolehkan memungut hasil dari

:anah ulayat apabila telah rnendapat ijin untuk itu dari pihak masyarakat hukum adat, juga

setelah membayar uang pengakuan di muka serla uang pefiggantian di belakang.

Hak penguasaan atas tanah 1'ang tertinggi dalam hukurn adat adalah hak ulayat,

sebagaimana tanah bersama para warga rnasyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang

vw \rional : Pengelcla;m Sua&er D*ya)!aa: Berhattt Putk ii+*qi* Lr**i )Iavart*at -lilnt Lj*t Eksist.ax\irr* L).i*nt H*tttt |:'rsiorud
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rrn:.mdung dua unsur aspek hukxm keperdataan dan hukum publik. Subyek hak ulayat

ilr,!-: rnasvarakat hukum adat, baik territorial, genealogik. maupun genealogis territorial

",r-:E;s bentuk bersama para warganya. (R. Supomo, 2012: 4l)

Pengertian hak ulayat secara umum adalah :

Hak persekutuan hukum/masyarakat desa untr* menggurakan dan mengolah

tanah-tanah yang berada di sekeliling desa rnereka, guna untuk memenuhi

kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan ffang ymg berada

diluar dari persekutuan hukurn/rnasyarakat desa itu dengan rnengerjakan tanah itu

dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat. (Simorangkir dkk,

i997.61)

Pengaturan hak ulayat diafur dalam Pasal 3 UU.No. 5 Tahun 1960 Tentang

::r-rrran Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal Undang-Undang Pokok Agraria

---- 
P {) menentukan :

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak

u1a-vat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat.

'epaqang 
menurut kenyataannya masih ad4 harus sedemikian rup4 sehingga

sesuai dengan kepentingan nasioual dan negara berdasarkan atas persatuan

bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-

perafuran (hukum) lain yang lebih tinggf'.

Pasai 3 UUPA mengakui keberadaat hak ulayat, tetapi pengaliuan terhadap hak

:'r ar oleh UUPA disertai dengan dua syarat yartu mengenai "eksistensinya"' dan

:,:r,Senai "pelaksanaamrya". "Eksistensi" altilya selarna tanah-tanah hak ulayat dari

n-j:* mas\.Lraliat hukum adat masih ada maka keberadaannya tersebut diakui oleh UUPA

:-= "pelaksanaanya" artinya penggunaan dari tanah hak ulayat tersebut nantinya tidak

:ff.ntangan dengan kepentingan nasional dan negara.

Pen-ealiuan hak ulayat dalam Pasal 3 {.JU.No. 5 Tahun 1960IruPA rnenjadi dasar

. =::: k-uar bagi kelompok masyarakat adat untuk menguasai, mergatur dan memanfaatkan

,- 
= --ranah ulai,atnya.

\arnun dernikian, pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur

::,aiur Pasal 2 ay'at (2) Peraturan Menteri i.{egara AgrarialKepala BPN No.5 Tahun

r:{ fsn{spg Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,

. . -:,:\ ll

a, terdapat sekelornpok orang yang rnasih rlerasa terikat oleh tatanan hukum

adatnya sebagai warga bersama suatu persekutnan hukum tefientu, yang

mengaliui dan menerapkan ketentuan-ketsntuan persekut*an tersebut daiam

kehrdupannya sehari-hari"
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b. terdapaf tan* ulayat tertentu yang msnjadi lingkunga$ hidup para warga

persekufiran hukm tersebut dan tempatrya filengambil keperluan hidupnya

sehali-hali,dan

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai

penggunaan tanah ulayat yang berlaku

persekutuan huliurn tersebut

pffigurusan, pffiguasaan dan

dan ditaati oleh para warga

Penelitian dan penentuan masih adanya luk ulayat dilakukan oleh pemerintah

daerah berdasarkan kemianlolial rnasing-rnmingdmahkn:erakearifan lokal masing-rnasing

daerah tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda.

Dalarn rangka rnernpe{elas kewenangan kabupaten/kota dan propinsi di bidang

pertanahan, maka dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003

tertang Kebijakan Nasional di Bidang Pefianahan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa

sebagian kewenangan Pemerintah di bidang peltanahan dilaksanakan oleh

pemerintahkabupatenlkota,dan ayat (2) menentukan bahwa ada sembilan kewenangan

pemedntah di bidang pertanahan yang dilaksanalian oleh pemerintah kabupatenlkota,

salah satunya adalah penetapan dan penyelesaian rnasalah tanah hak ulayat.Hal tersebut

diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahur 2015 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-{Jndang Nomor 23 Tahun 2014.

eksistensi tanah hak ulayat tirnbul dalam pemerintahan daerah tirnbul sebagai wujud

adanya keinginan untuk menernpatkan tatanan hukum adat pada proporsi ideal dalam

sistem hukum nasional, diterigah aktualitas dan perkembangan hukurn modem.

2. Permasalahan

Supaya pernbahasan dalam penelitian ini tidak bercabang kepennasalahan lain

dan mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang diteliti,

maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirurnuskan pokok masalah:

bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat persfektif kear-ifan lokal dan Undang-Undang

No. 09 Tahun 2015 tentang Pernerintahan Daerah ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini akan mendiskripsikan lebih jauh mengenai

pengelolaan tanah ulayat persfektif kearifan lokal dan Undang-Undang No. 09 Tahun

2015 tentang Pemerintahan Daerah. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah penelitian

ini diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan. baik kegunaaan teoritis rxaupun

kegunaan praktis.
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Kegunaan teoritis, yaitu untuk megembangkan konsep-konsep, asas asas dan norma-

norma hukum. khususnya dalam bidang hukum ag{arian dalam melindungi serla

menjamin pelaksaflaan dan pemetuhan hak masyarakat adat atas tanah adat yang

diamanatkan oleh Undang-i-indang Dasar 1945.

Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran kepada pihaf,-pihak yang memerlukan, baik aparatur pemerintah, dan

pihak-pihak yang meinpunyai kewenangan setragai pernangliu kebijakan maupun

semua pihak yang terkait dalam hal ini.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunalian adalah penelitian pustaka {Library Re,search)

yaitu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan

dengan masalatr yang akan dibahas dalarn penelitian ini, baik melalui sumber data primer

dan sumber data sekunder. (Musdah Mulia. 2001 : 28) Sumber data primer merupakan

sumber data Suang pokok rneliputi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 09

Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah .Undna4i-Undang Ncmor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sumber sekundernya berupa jurnal"

bibliografi, dan kamus.

Penelitain ini bersifat deskriptif, analitis. kornparatif yaitu menguraikan secara

teratm terhadap permasalahan yang dibahas kemudian dibandingkan dan dianalisis secara

kritis-analitis. Di dalarn penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagi aspek mengenar

isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. arena penelitan ini rnerupakan

penelitian pustak4 maka peneliti menggunakan teknik dokunentasi dalam

mengumpulkan data. Data yang berasal dari upaya dokumentasi tersebut dibagi kedalam

dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

B. TINJALTAN PUSTAKA

1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat dalarn rnasyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah

dan nama. Hal ini disesuaikan dengan -reografis dan kebiasaan adat setempat. tanah

ulayat mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alar:r sekitamy4 seperli puncak bukit

atau sungai. Nama-nama tersebut antara lain : patuanan (-atnbon). pan.vampeto dan

pawatason (kalimantan), v'euengkon ljau'a), prabumian dan payar {bali), totabuan
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(bolaang mongondow). torluk (angkola). linpct { sulaw-esi selatan), nuru (burus. frt,
(lombok), ul$vat (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ularat

tersebut. (B Ter Haar, i999. 63)

Narnun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan rnakna mendasar yang

membedakan tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalarn hukum adat,

khususnya hukurn tanah adat terdapat kesarnaan y'axg merupakan perwujudan klonsepsi

dan asas-asas hukurn yang sarna. Walaupun sebutan dan lernbaga-lernbaga hukumnya

berbeda karena pelbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian telhadap istilah hali ulayat ditegaskan oleh G, Kertasapoetra dan

kawan-kawan dalam bukunya hukurn tanah, jaminan uupa tragi keberhasilan

pendayagunaan tanah, menyatakan bahwa :

"Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu

persekutuan hukum (desa" suku) rmtuk menjamin ketertiban pernanfaatan/

pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan

hukum (desa- suku), dirnana para u'arga rnasyarakat (persekutuan hukurn) tersebut

mempunyai hak untuk menguasai tailah, yang pelaksanaimnya diatur oleh ketua

persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkntan)*. (G.Kertasapoetra. A. Setiady,

1985:88 )

Hak Ulayat rnerupakan serangkaian wewenzm-q dan kewajiban suatu masyarakat

hukum adat, yarg berhubungan dengan tanah yang terletak dalam linglrungan

wilavahnya )'ang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utarna

penghidupan dan kehidupan masyar"akat yailg bersangkutan sepanjang masa.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang

masuk dalarn bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalarn bidang hukum

perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.

Kewenangan dan kewa-iiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada

yang masuk dalam bidang hukun publik, Kewenangan dan kewajiban dalarn bidang

hukurn perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.

Sedangkan dalam hukum publik" berupa tugas kewenangan untuk mengelola- mengatur

dan memimpin peruntukan, porguasaarltr perggunarm" dan pemelihalaannya ada pada

Kepala Adat/ketLra Adat.

Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk :

*illd: PaaelorfuibWAt@&rbbPeKsifal*dM@raredAeD@rEb*st@irpDdamHfuaNaiotpl 
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a. Mengatur dan menl,elenggarakan penggunairn tanah {untuk pemikirnan, bercocok

tanam) persediaan (pernbuatan pemukiman / persawahan bar*) dan pemelihmaan

tanah.

b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah

(memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).

c. Menetapkan hubungan hukun antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan

hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hak ulayat ini rneliputi sernua tanah yang ada dalarn lingkungan rvilayah

masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudeh di haki oleh seseorang maupun

yang belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat inasyalakat hukum adat tidak

dapat ditentukan secara pasti. Hak [Jlayat rnenunjukan adanya hubungan hukurn antara

masyaraliat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

Sedangkan dalam hukum publik. berupa tugas kewenangan untuk mengelol4

mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada

pada Kepala AdalTetua Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius

magis yang memberi peluang penguasaail tanah secara individual, serta hak-hak yang

bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seolang. Sehingga dapat

dikatakan hak ulayat bersifat kornunalistik karena hak itu merupakan hak bersarna

anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat rlagis-religius rnenunjuk kepada hak ulayat tersetrut rnerupakan tanah milik

bersam4 yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan

peninggalan nenek rnoyang dan para leluhur pada kelornpok masyarakat adat itu sebagai

unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang

kehidupan itu berlangsung.

Jika dililiat dali sistern hukurn tanah adat tersebut. maka hak ulayat dapat

mempunyai kekuatan berlaku kedalarn dan keluar. (Boedi Harsono, 200-s: 190) Ke dalam

berhubungan dengan para warganya sedang kekrratan berlaku keluar dalam hubungannya

dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "orang asing atau orang

luar'". Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara

kesejahteraan dan kepentix gan anggota-anggota masyarakat hukumnya- nienj aga jang*

sarrpai tirnbul perselisihan mengenai penguasaan dan pernakaian tanah dan kalau terjadi

sens.keta ia rvajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mernpunyai kekuatan

berlaiiu ke luar hali ula.vat dipeitahankan dan dilaksalakan oleh penguasa adat

i.,ii;i::]f:;
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masyarakat hukurn adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang

bukan \l-arga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil

hasil hutan, berburu atau rnembuka tanah. dilarang masuk lingkungan tanah wilayah

suatu masyarakat hukurn adat tanpa ijin penguasa adatnya.

Subyek Hak Ulayat menurut Boedi Harsono adalah masyarakat hukum adat yang

mendiarni suatu wilayah terlentu. Masyarakat hukum adat tertragi rnenjadi 2 (dua) yaitu :

a. Masyarakat hukurn adat teritorial disebabkan pam warganya berternpat tinggal di

tempat yang sama.

b. Masyarakat hukum adat geneologih disebabkan para walgatlya terikat oleh pertalian

darah.

Sedangkan obyek hak ula,vat menurut Bushar Muhamad mengemukakan

meliputi:

a. Tanah (damtan)

b. Air (perairan seperti: ka1i. danau. pantai. serta perairannya)

c. Tumbuh-turnbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan. pohon untuk

ka1,u pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).

d. Binatang lial yang hidup bebas didalarn hutan. (Bushar Muhamrnad, 1983 :

10e)

Objek hak ulayat adalah selnua tanah dan seisinya dalarn wilayah masyarakat

hukum adat teritorial yang bersangkutan. Hak ulayat meliputi semua tanah, rnaka dalarn

lingkungan masyarahat hukum adat yang tidak ada sebagai 'res nullius",hak ulayat

mempunyai sifat atau karakteristik berlaku ke luar dan ke dalarn. Kewajiban ketua adat

bersumber pada hak tersebut yaitu rnemelihara kesejahteraan, kepentingan anggota

masyarakat hukumny4 mencegali ter-iadinya perselisihan dalam penggunaan tanah dan

apabila terjadi sengketa kepala adat wajib menyelesaikannya. Mernperhatikan hal

tersebut maka pada prinsipnya ketua adat diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan

seluruh atau sebagiafl tanah wilayahnya kepada siapapul. Hal ini mengandung arti

bahwa, ada pengecualian dalam hal ini ailggota masyarakat hukurn adat diberikan

kekuasaan urfuk menggunakan tanah yang berada pada rvilayah hukumnya. Agar tidak

terjadi sengketa antara warga maka perlu rnernberitahukan hal tersebut kepada ketua adat

yang tidak bersifat pennintaan ijin rnemtruka tanah.

Dengan demikian hak ulayat rnenunjukkan hubungan hukum antara masyarakat

hukurn (subyek hukurn) dan tanahirvilayah tertentu (objek hak). (Maria S.W.

Surnardjono. . 2001 : 56)
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Z. Pengerfian Kearifan Lokal

Dalarn pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari 2 (dua) kata:

kearifan (u,isdonl) dan lokal (tocal). Dalarn Kamus Inggris-lndonesia John M. Echols dan

Hassan Syadily, local berarti setempat. sedangkan wisdom (kearifan) sarna dengan

kebijaksanaan. Secara umum rnaka local wisdom (kearifari setempat) dapat dipahami

sebagai gagasan-gagasa:r setempat (local) yang bersifat biiaksana, penuh kearifan,

bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyaral,iatnya. (Sartiini,20A4)

Kearifan lokal itu terdapat dalam masyaraliat, komunitas" dan individu. Dengan

demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi

acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temunrn untuk memenuhi

kebutghan dan tantangan dalarn kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi

dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusi4

adat dan buday4 serta bermanfaat untuk kehidupan.

Kealifan lokal menumt (Raura20l1:94) adalah semen pengikat dalarn bentuk

kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal dapal

didefinisikan sebagai suatu trudaya yang diciptakan oleh aktor-alitor lokal melalui proses

yang bemlang-ulang, melalui intemalisasi dan interpretasi ajaran agama dan buda;ra yang

disosialisasikan dalam bentuk norrna-noflna dan diiadikan pedoman dalam kehidupan

sehari-hari bagi masyarakat.

Dalarn Sibarani QA2: 112-113) juga dijelaskaa bahwa kearifan lokal adalah

kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat -vang berasal dari nilai luhur tradisi

budaya unfuk rnengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat

didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dirnanfaatkan untuk mengatur tatanan

kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Jadi. dapat dikatalian bahwa kearifan

lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat berkaitafl dengan

kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu

l'ang patut secara terus-rnenerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi

nilai yang terkandung di dalarnnya dianggap sangat universal.

Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah sebagai trerikut:

mampu bertahan terhadap budaya luar"

memiliki kemarnpuan rnengakomodasi unsur-unsur budaya luar.

mempunyai kemarnpuan mengintegrasikan unsur buda-va luar ke dalam budaya asli,

mempunvai kemampuan mengendalikan-

mampu rnembed arah pada perkernbangan budaya

a^

b

c.

d

vr. ns \r.ionrl;. :':-:::
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3. Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah sangat erat kaitanflya dengan otonomi daerah yang

saat ini telah berlangsung di indonesia. Sebelum diperkenalkan otonomi daerah" semua

sistem pernerintahan bersifat senffalisasi atau terpusat. Dengan pelaksanaan otonorni

daerah diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemedntahannya sendiri dengan

mernaksirnalkan potensi daerah yang dirniliki. Walaupun demikian. ada beberapa hai

tetap dikendalikan oleh pernerintah pusat. Seperti hubungan diplomatik, kerjasama

perdagangan, dll.

Sistem pemerintahan daerah juga sebenarnya merupakar salah satu bentuk

penyelenggara pemerintahan yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya kurang

memungkinkan jika pernerintah pusat mengatur serta mengelola negara dengan segala

permasalahan yang kornpleks. Sementara itu, pemerintah daerah juga merupakan training

ground serta pengembangan dernokrasi dalam sebuah negala. Disadari atau tidak. sistem

pemerintahan daerah sebenamya merupakan persiapan untuk karir politik lanjutan yang

biasanya terdapat pada pemerintahan pusat.

Pemerintah merupalian suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan

bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelornpok termasuk dalam

keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabrmgan dari sistem sosial, akan senantiasa

menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti

keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi ketrutuhan dasar itu,

manusia perlu bekerjasarna dan trerkelornpok dengar orang lain dan bagi kebutuhan

sekunder rnaka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menunrt rnakna yang disepakati

bersarn4 dan institusi sosial yang berlaliu sebagai kontrol dalam altifitas dan

mengembangkan rnasyarakat.

Lahirrrya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem

ketertiban di dalam masyarakat. sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan

kehidupan secara wajar'. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai

dengan rneningkatnya kebutuhan. periul pemerintah kernudian berubah rnenjadi rnelayani

masyalakat. Pemerintah moderen, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan

kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk rnelayani diri sendiri, tetapi

untuk melayani rnasy'arakat. rnenciptalian kondisi yang memungkinkan setiap anggota

mengembangkan kernarnpuan dan kreativitasnla demi mencapai kernajuan bersana.

Pengertian ini menggambalkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2

(dua) unsur utarna yaitu:

ffiE*
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1) Masalah bagairnana sebaiknya pelayanan trrnrxn dikelola- jadi termasuk seluruh

pelayanan urnum. dilihat dan dimengerti dari sudut kernanusiaan

2) Masalah bagaimana sebaiknya rnernimpin pelayalan umurn. jadi tidali hanya

mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya rnendekati rnasyarakat

oleh pala pengurxs dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokr.asi

dengan masyarakat, rnasalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam

hub,ngan rnasyarakat" pennasal ah an psikologi sosial dan setragainya.

Pasal I angka 2 Undan-e-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonorni seluas-luasnya dalarn sistern dan prinsip Negara Kesatuan

Republik I'donesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar-

NegaraKesatuan Republik hdonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalarn Pasal 1 angka 3. dijelaska:r ter tallg Pernerintah Daerah adalah

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnernirnpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kew-enangan daerah otonorn.

Menurut Kaufinan.tugas pemerintahan adalah untuk rnelayani dan meilgatur

masyarakat' (Kau&nan. 201i: 25) Kernudian di-ielaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan

lebih rnenekankan upaya rnendahulukan kepentingan umun, r:nerrpemudah urusan

publik dan rnemberikan kepuasat kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih

menekankan kekuasaan (power)yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Sedangkan menurut Rasyid, secara urlum tugas-tugas pokok pemerintahan

mencakup:

a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serargall dari luar dan
menjaga agar tidak terjadi perrbrontalian dari dalam yang dapat
menggulingkan pemerintahan ;-ang sah melalui cara-cara kekerasan

b. Mernelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokkan
diantara w-arga masyarakat. rnenjarnin agar perubahan apapun yang terjadi di
dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

c. Menjamin diterapkannya perrakuan yang adil kepada setiap warga
masyarakat tanpa mernbedakan staflrs apapun yang rnelatarlelakangi
keberadaan rnereka.

d' Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-
bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemeriltahan, atau
yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pernerintah.

e. l\4elakukan upaya-upaya unrrk rneningliatlian kesejahteraan sosial sepertr
membantu orang miskin dan memelihara orang cacat. _iompo dax a'ak
terlantar- meflampung ser1a menyalurkan pam gelindangan kesektor kegiatan
;-ang produktrf dan selnacalnnva.

Ymin* \si,D@l : -::,:?.. U
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f, Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan rnasyarakat luas,

seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan ke{a

baru, memajukan perdagangan domestik dan antara bangs4 serta kebijakan

lain yang secara langsung rnenjarnin peningkatan ketahanan ekonomi negara

dan masyarakat.

g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara srxnber daya alam dan lingkungan

hidup seperti air tanah dan hutan. (Rasyid, 2000: 57)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rasyid, fungsi pemerintahan tersebut

kemudian diringkas rnenjadi 2 (dua) rlacaln fungsi. yaitu :

a. pemerintah melmpu fungsi primer atau fungsi pelayanan (sen'ice), sebagai

proraderjasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civiltermasuk

layanan birokrasi.

b. pemerintah rnempunyai fungsi sekunder atau fungsi peraberdayaan

(emprntermenl) sebagai penyelenggara pembangunan dan rnelakukan

progJam pemberdayaan.

Selain itu Rasyid mengatakan bahwa trgas-tugas pokok tersebut dapat diringkas

nrenjadi 3 (trga) fungsi hakiki yaitu pelayana* {sen,ice} pemberdayaan (empott,erment}

dan pembangunan (development) pelayanan akan mernbuahkan keadilan dalam

masyarakat, pemberdayaan atrian rnendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan

akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pernerintahan,

menyebabkan pernerintal-r harus mertikul tanggun$awab yang sangat besar. Ltntuk

mengemban tugas yang sangat berat itu, selain diperlukan sumber daya, duliungan

lingkungan, dibutuhkan institusi I'ang kuat yang didukung oleh aparayang memiliki

prilaku yang sesuai dengan nilai dan noffira yang berlaku di dalam masyarakat dan

pemerintahan. Langkah ini perlu rurtuk dilakukan oleh pernerintah rnengingat dirnasa

mendatang bertambahnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyaraliat,

dimana pengetahuan masyarakat juga bertarntrah untuk mencennati segala al'tivitas

pemerintahan dalam hubungannya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

4. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Negera lndonesia dalarn penyelenggaraar pemerintahannya telah menjatuhkan

pilihannya pada asas deseotralisasi seperli yang secara -ielas terlihat dalam ketentuan

UUD tahun 1945 bese.rta penjelasannya.Dianutnya sistirn ini dalam penyelengaraan

pemerintahan negera didasarkan pada prinsip pe.mecahatr kekuasaan "dispersion r1f
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power " yang bertujuan untuk rnencapai efektivitas dalam penyelenggaraail pemerintahan

dan guna mengetnbangkan dernokrasi. (Amin Rahmarun'asjid" 2007:23)

Dalam penyelenggaraalt urusan pemerintahan, khususnya pernerintahan daerah.

sangat bertalian erat dengan betrerpa asas dalam pernerintahan suatu negara, yakni

sebagai berikut :

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dirnana sistem pernerintahan di mana

segala kekuasaan dipusatkan di pernerintah pusat.

b. Asas desenffalisasi

Asas desentralisasi adalah penl,erahan rvewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom untuk rnengatur dan rnengurus urusan dalam sistem Negara

Kesatuan RepubliK Indonesia

c. Asas dekonsenh'asi

Asas dekonsentrasi adalah pelirnpahan w-ewenang pernerintahan oleh pemerintah

kepada gubemur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah terlentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari petrerintah kepada daera danlatau

desa; dari pemerintah provinsi kepada pernerintah kabupatenlkota dan/atau desa;

serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pernerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi

sebagai hubungan hukum keperdataan, dirnana terdapat penyerahan sebagian hak dari

pemilik hak kepada penerima sebagain hak. delgan obyek tertentu. Pemilik hak

pemerintahan adalah di tangan pernerintah- dan hak pernerintahan tersebut diberikan

kepada pemerintah daerah. dengan obyek hak berupa kew-enangan pernerintah dalarn

bentuk untuk mengatur urusan pemerittahau. dengan tetap dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggil'aan pemerintahan, desentralisasi antara lain

bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas

dan pekerjaan diaiihkan kepada Daerah. Pernerintah Pusat dengan demikian dapat

memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau

Negara secara keseluruhan.

Dengan dernikian. menurut hemat penulis desentralisasi mempakan asas yang

menyatukan penyerahan se-iumlah urrsan pernerintahmr dari pernerintah pusat atau dari

pemerintah dasrah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah
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iliririTrdr rnenjadi ru'usan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa,

ilu,:,,i r-rg dar tanggungiawab mengenai urusan-urusan diserahtan sepenuhnya menjadi

riiir: r:i---:a\\.ab daerah itu.

r,;blialian desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan UU No. 23

,,r,;r l- 11 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan kalena hubungan provinsi dan

;1;,ur-u: i:ia bersifat coordinate dan independent.Disfrlbusi fungsi diberikan pada provinsi

rli"ii :;a:t rhgl-<atan pertama dalarn pembagian dan kabupaten atau kota setara dengan

::i\ ': 
::r ke dua. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 juga rnengatur distribusi fungsi pada

"mnm:-::hal desa yang setara dengan tingkatan ketiga. Narnun dalam hal

.,ur;.r.s.j.::-33rrny?, distribusi firngsi pada pemedntahan desa dijalankan dibawah

r;,-, r-':1si dan bergantung pada daerah kabupaten atau kota.

Srstem otonomi daerah yang mernberikan sebagian wewfllang yang tadinya hmus

-i:,^:-.!3r pada pernerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat peraerintah daerah-

,.,,.:::----,rx sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di

,rr:-, - j.apat diputuskan di daerah tanpa adanya carlpur tangan dari pemerintahan di

--.i.ri \,.a:run kekurangan dmi sistem desentralisasi pada otonomi khtsus untuk daerah

.q ri ;: 3uforia yang berlebihan di mana wswenallg tersebut hanya mernetrtingkan

,1rrrr::g6r golongan dan kelompok serta digunakan unhrli mengeruk keuntungan

;* r;-;- alau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di

:: ltl t -: lUsat.

Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada

r,!rin-,T1\'a memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus

! ir"=-:::ngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

rr.', =akat.

Desenffatisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan nasional.

-,:ic::alisasi diselenggarakan untuk mewaliili kepentingan masyarakat setempat (okal)

: -,:;3h dalam kerangka Negara Kesatuan Republik lndonesia. Mengingat masyarakat

:.: -:.1'arakat lokal rnemiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok

' .r , - irflrrrlell desentfalisasi diterapkan.

Desenfi'alisasi memryut berbagai pakar merniliki segi positil diantaranya : secru'a

s" -::,rri. meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang

l:=:3hkan masyarakat setsmpal megurangi biay4 meningkatkan output dan lebih

...=1-:,i dalam penggurlmn sumber daya manusia. Secma politis, desentralisasi dianggap

:'-:rerkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih

ffiftM *ErGJ : -.:rgelolaan Samber llar*a Alam Berbatis Patl* {e*{*a Lok*tr l.!#tqruk.d.{d.n Dai, Elaislefrrmlz Dillue f{**tm }l*ionil
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mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, memberikan/rnen.vediakan layanan

I ebih baik, men gembangkan kebebasan, persarnaan dan kesej ah te.ra*n.

C. PEMBAIIASAN

1. Pengelolaan Tanah Ulayat Persfektif Kearifan Lokal dan diundangkannya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-tlndang Ncmor 23 T*hun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Hak ulayat merupalian konritrnen untuk menghonnati dan melindungi hak ulayat

masyarakat hukurn adat tidak dapat dilihat dar-i sudut pandang regional atau nasional

semata dan secara teoritis masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat adalah

berbeda. masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan

tunduk pada tata hukurnnya sendiri.

Sedangkan Tanah ulayat adalah suatu lahan yatg dikuasai oleh ninik mamak para

kepala suku (datuk). Secala hukurn adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolah dan

pernanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara tururr

temurun telah berlangsung sejak larna, sehingga status taflah ulayat secara adat sangat

kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakau sebagai penuirjang kehidupan anak

kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kal,u yang bernilai ekonomis"dan

keanekaragamannya biota yang tinggi sehirgga kelestariannya sangat dijaga oleh

masyarakat.( Elviriadi.. 2007, 82-83)

Dewasa ini masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung

untuk berpikil individualistik. Hal ini dikarenakan pada saat ini hdonesia telah memiliki

unifikasi hukum perta.nahan yang berpuncak di UU No. 5 Tahun 1960 tentang Perafulan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang telah diundangkan dalam Lernbaran Negara

Republik Indonesia nornol 104 tahun 1960.. Dengan adanya truPA tersebut, tidak ada

lagi dualisme hukum peftanahan, dirnana hukum yarig berlaku didasarkan pada golongan

masing-masing nanun penting untuk diingat bahwa hnkum adat adalah merupakan dasar

hukum Tanah Nasional. Olehnya itu adalall sesuatu yang sangat rasional untuk meiihat

dan mengkaji keberadaan hak tanah adat dalam Hukurn Positif lndonesia khususnya di

bidang hukum peftanahan.

Dengan dernikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung

pada inisiatif pernerintah daerah untuk rnelakukarr penelitian sehagai dasar penentuan

keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengzur mengikutsertakan pihak-pihak
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yang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjarnin obyektivitasnya. Mengingat

bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak alayat masing-rnasing

daerah menrpunyai sifat dan karakteristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebijakan

hak ulayat tersebut dituangkan dalarn bentuk peraturan daerah masing-masing daerah,

dengan mempertimbangkan unsur-unsur kearifan lokal da:r budaya yang ada dan hidup

dalam rnasyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undaug-Undang Nornor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah mengatur pokok-pokok penyerahan otononri di bidang

pemerintahan kepada Daerah Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka

otonomi daerah tnenurut Undang-Undang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk

rnengatur dan mengurus kepentingim masyarakat seternpat meturut p'akarsa sendiri,

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai polaturan perundang-undangan" ilarnun tetap

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,salah satu kewenangan tersebut adalah

dibidang perfanahan.

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota rneliputi terdiri dari :

Pembentukan panitia peneliti.

Penelitian dan kornpilasi hasil penelitian.

Pelaksanaan dengan pendapat urnutr dalarn rangka penetapan tanah ulayat.

Pengusulan rancangan peraturax daerah tentang peiletapan tanah ulayat.

Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang

Badan Pertanahan Nasional, dalarn pasal 2 disebutkan Badan Pefianahan Nasional

mernpunyai tugas rnelaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional,

regional dan sektora. Iv{aka dengan adan.va ketentuan tersebut kewenangan yang dimiliki

oleh pernerintah daerah diambil oleh Badan Pe{anahail Nasional .

Dalam pe{alanaunya banyak sekali tanah ulayat yang digarap oleh rakyat dan

menirnbulkan anggapan bahwa pemiliknya adalah penggarapnya. Narnun sebenamya

tanah-tanah yang digirap tersebut adalah tanah "raja-raja" zaman du1u, bukan tanah

ulayat dalam arti tanah bekas rnilayah "kerajaan". Ianah-tanalr seperti itu sebaiknya

dibiarkan saj4 karena tanah-tanah bekas *'ilayah "kerajaan"lah yang identik dengan

tnasyarakat hukum adat (tanah ulal"atJ yang perlu tetap dipelihara statusnya dan

dimanfaatkan untuk kesejahteraan nasyarakat hukum adat daerah yang bersangkutan.

Dalam pandangan kit4 daiam pemanfaatan tanah tersebut unhrk kesejahteraan

masyarakat desa. Setrab bila tidak demikian, niscaya akan dirasakan adanya

a.

b.

d.
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ketidakadilan dalam pemanfaatan tanah seperti selama ini tanpa memikirkan dan

memperhitungkan pernanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat desa. Meskipun

demikian sangat kecil kemungkinan keluanrya Peraturan Daerah oleh Pemerintahan

Daerah tanpa adanya pennohonan hak atas tanah ulayat. Permohonan hak ulayat tersebut

juga harus dimulai dari pernbuktian apakah masyarakat hukum adat di daerah yang

bersangkutan masih ada atau tidak.

Kriteria-kriterja untuk menentukan apakah hak ula-1q1 tersebut dalarn

kenyataannya masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat {2) Peraturan Menteri

Negara Agraria,iKepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah

Hak U1ayat Masyarakat Hukum Adat. yakni:

a. terdapat sekelompok orang yang rnasih rnerasa terikat oleh tatanan hukum

adatnya sebagai warga bersafira suatu persekutuan hukum tefientu, yang

rnengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalarn

kehidupannya sehar"i -h ari,

b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga

persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya

sehari-hari-dan

c. terdapat tatanan hukurn adat tnengenai pengurusan, penguasaan dan

pellggu{aan tanah ulayat yang Lrerlaku dan ditaati oleh para warga

persek utuan hukurn tersebut

Tentu tidak mengada-adA masyarakat hukrm adat yang bersangkatan haruslah

mampu dan siap membuat kesepakatan-kesepakdao desa. Dengan kesepakatan-

kesepakatan desa itu dapat dilanjutkan dengm dikelurkannya Peraturan Desa Tanpa

terbukti adanya masyarakat hukum ada! jmgm diharapkan tmah ulayat masih ada

kmena tanah tersebut dikuasai oleh negara Negaralah yang berwenang menentukan ada

tidaknya tanatr dan hak ulayat di daerah ymg bersangkutm.

2. Perlindungan llukum Terhadep Tanah tllayat Ditinjau Dari Undqng-Undang
Repub[k Iudonesia Nomor 9 Tahur 2015 Tentang Perubahflr Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Pasal 1, angka (3) Peraturan Meateri Negara Agfarid Kepala Badan

Petanahan Nasional Nomor 5 Tahrm 1999 Tentang Pedoman Pe,nyelesaim Masalah Hak

pluy*t Masyarakat Hukum Ada! dijslaskan bahwa "masyarakat hukum adat adalah

sekelompok ormg yang ter&at oleh tatanan hukum dmyA sebagai warga bersarna suatu

persekutuan hukuoo kareira kesamaal tcmsat tinggal ataupua atas dasar ketunman,"



Call OfPaper ISBN : 9?8-623-90?$5-1-9

Ada 4 (ernpat) elemen yang membenhrk masyarakat adat tersebu! yaitu setragai

berikut:

a. Sekelompok oriurg yang masih terikat detgan spiritualitas nilai-nilai sikap

dan perilaku tertentu dan yang rnemtredakan mereka sebagai kelompok sosial

terhadap kelornpok sosial yang lain.

b. Wilayah hidup tertentu yarg di dalamnya ada tarlah, hutan, laut dan surnber

daya alam lainnya yang bukan semata-mata diperlakukan sebagai barang
produksi sehari-hari (sumber rnata pencaharian)- tetapi menjadi bagian utuh
dari sistern religi dan sosial budaya kelornpok sosial tersebut.

c. Praktek-praktek yang belbasis pada pengetahuarr (kearifan) tradisional yang

terus trenerus diperkaya atau dikernbangkan sesuai kebutuhan keberlanlutan

hidup rnereka.

d. Aturan dan tata kepengurusan hidup bersama (huhun dan kelernbagaan adat)

yang berkernbang sesuai dengan sistern nilai bersarna yang diterima dan

berlaku di dalam kelompok sosial tersebut. (P. Panggabean, 201 1. 55)

Lebih lanjut pengaturan mengenai tanah adat diserahkan kepada peraturan daerah

masing-masing di mata hak ulayat itu berada.

Dalam rangka mernperjelas kewenangan kabupatet/kota dan propinsi di bidang

peftanahan, rnaka dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) I.lornor 34 Tahun 2003

tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 ayat (l) rnenentukan balrwa

sebagian kewenangan Pernerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh pernenntah

kabupater/kota-dan ayat (2) menentukan bahwa ada sembilat kewenangan pema'intah di

bidang pertanahan yaag dilaksanakan oleh peinerintah kabupatenlkota, salah satunya

adalah penetapan dan penl.elesaian masalah tanah hak ulayat.Hal tersetrut diperk-uat lagi

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nornor 09 Tahun 20i5 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal

2 ayat (9) Undang-Undang Nornor 09 Tahun 2015 nienentrkan bahrva'hegara mengakui

dan menghonnati kesatuan-kesatuan masyarakat hnkum adat bessrta hak tladisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatdan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia"'

Ketentuan tersebut merupakan penjabalan dari ketentuan dalarn Pasal 18 B ayat

(2) UUD 1945. Hal ini penting. karena kedudukan konstitusi sebagai landasan hukum

tertinggi bagi segeuap peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga bila terdapat

perundang-rurdaugan yaug justru rnenghgkar:i hak-hak masyar-akat hukum adat, adalah

menjadi -ielas bahwa hukurntersebut layak rxrtuk dibatalkan. Pelaksanaan hak-hak

masyarakat hukum adat tersebut harus tetap dalarn kerangka keutuhan Negara Kesatuan

Republik lndonesia.
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Dengan keluarnya Undang-Undang Nornor 09 tahun 2015 rnemberikan

we\Yenang kabupaten&ota dalam menjalankan otonorni yang seluas-luasnya khususnya

yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini memberikan peluang

yang sangat terbuka ke arah pengakuan dan perlindungan hukurn terhadap hak ulayat atas

tanah masyarakat hukum adat. Salah satu kewenangan tersebut yaitu menerbitkan

Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak

ulayat atas tanah masyarakat hukurn adat.

Dengan dernikian,pemerintah daerah kabupatery'kota rnerupakan lini perlama yang

dapat me'rntlerikan pengakuan dan perlindungan terhadap hali ulayat atas tanah

masyarakat hukum adat.Otonomi daeralr"yang membentuk panerintahan daerah yang

dekat dengan rakyat,diharapkan dapatmeningkatkan pengakuan dan perlindungan huk,m
terhadap hak ulayahnasyaraliat hukurn adat yang sering diabaikan dalam kehidupan

ber:negara.

Pengakuan terhadap rnasyarakat hukurn adat beserta hak ulayat dalam bentuk

Perd4 rnenun-jukkan bahwa pernerintah baik pusat maupun daerah, telah mengakui,

menyatakan sah."benar atau menyatakan masyaraliat hukum adat berhak terhadap hak

ulayat atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki. mewajibkan pemerintah unt*k
meli,dungi hak-hak tersebut dari ancarnanlgangguail pihak lain, termasuk

olehpemerintah. Tujuannya adalah untuk rnernperoleh kepastian dalam bentuk jarninan

hukum dan menghindari tumpang tindih kepentingan {konflik/sengketa), sehingga

kekacauan yang bersurnber dari konflik kepentingan pun dapat terhindari"

Melalui kebijakan daerah (perda) yang mengakui hak ulayat atas tarah

masyarakat hukurn adaqrnaka tentunya akan mengarah kepada perlindungan hukurn

terhadap keberadaan danpelaksanaann)'a. Keadaan belurn rnengakui dan rnernberikan

perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya atas tanah dan

sumber daya alarnlainya iustm rnerupakan potensi konflik bahkan bisa menjadi ancalnar

terjadinyadisintegrasi dalam NKRI.

Negara hukum rnenghendaki. setiap tindakan pemerintah hags didasarkan pada

aturan hukum atau didasarkan atas undang-undang untuk memberikan kepastian

hukum,ehingga dalam rnengimplernentasikannya di perlukarr k ewenangan. Kewenangan

tersebut ada pada pemerintah daerah- sebagairnana sesuai dengan rnaksud Undang-

Undang No. 32 Tahun 2014 yang kernudian dirubah dengan undang-undang No.09

Tahun 2015 tentang pemerintah Daerah. sangat -ielas men-gatur mengenai hak_

hakrnasy'arakat (hak ulayat) dibid.an-e peitanahan yang rnenjadi urusan pemerintah daerah.
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Selain itu dalarn Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Pravinsi. dan Pemerintah

Daerah Kabupaten. Lampirannya Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa tugas

pemerintah daerah kabupaten,&ota dalam penetapan tanah ulayat yaitu pembentukan

panitia peneliti,penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengan pendapat

umum dalarn rangka penetapan tanah ulayat, pengusulal rancangan peraturan daerah

tentang peretapan tanah ulayat dan penang,man masalah tanah ulayat rnelalui

musyaw'arah dan mufakat.Ketentuan tersebut dapat diselaraskan dengan Pasal 5

PMNA/KBPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak tilayat

Masyarakat Hukurn Adaq yaitu dalarn menentukan hak ulayat masyarakat hukurn adat,

perlu dilakukan penelitian.

Dengan deraikian, sebelum disahkannya Undang-Undang Pengakuan dan

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang masih dalam proses penyusunan,

makapemedntah khususnya pemerintah daerah sudah seharusnya mensiasati otonomi

daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat hukurn adat melalui upaya, arah dan

peluangyang ada. l\4elalui otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan membuat

kebijakan daerah (Perda) untuk memberi pelayanan, peningkatan perar serta. prakals4

danpemberdayaim yan g beffujuan pada peningk atan kesej ah teraan rakyat.

Kesejahteraan tersebut. tenfunya bersandar pada seberapa besar upaya pernerintah

daerah dalani rnengaliui dan rnemberikan perlindungan hukum telhadap

keberadaanrnasyalakat hukurn adat beserta hak-hak yang dirnitikinya sehingga terjarnin

kepastian penguasaan dan pengelolaannya dan terhindar dari segala ancaman dan

gangguan.Disarnping itu, untuk rnencapai bentuk hukum yang ideal, Perda tersebut

seyogyanya harus sesuai dengan hukurn yang hidup dalarn rnasyarakat (iving law) serta

merupakan pencerminan dari nilai+rilai yang berlaku di masyarakat hukum adat yang

bersangkutan,dengan tidak rnengabaikan kepentingan nasional yang lebih tinggi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sejak diundangkarmya Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pernerintah Daerah

mengatur pokok-pokok penyerahan otonorni di bidang pernerintahan kepada Daerah

Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom, maka otonorni daerah menurut Undang-

Undang tersebut adalah kewenangan otonomi untuk mengatur dan mergurus kepentingan
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masyarakat seternpat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyalakat sesuai

peraturan pelundang-undangan. namun tetap dalam ikatan Negma Kesatuan Republik

Indonesia

Terhadap keberadaan tanah ulayat Negaralah yang berwenang menentukan ada

tidaknya tanah dan hak ulayat di daerah yang bersangkutan diatur melalui Pasal 2 ayat (2)

Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala BPN No. 5 Tahun i999 Tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Hak lJlayat h,4asyarakat Hukurn Adat dengan kriteria sebagai

berikut:

a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya

sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan

meaerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalarn kehidupannya sehar-i-

hari,

b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga

persekutuan hukum tersebut dan ternpatnya rnengambil keperluan hidupnya sehari-

hari,dan

c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan. penguasaan dan penggunaan tanah

ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Dengan keluaurya Undang-Undang Nomor 09 tahur 2015 Tantang Pemerintah

Daerah memberikan we\ryenang kabupaten&ota dalarn rnenjalankan otonomi yang seluas-

luasnya khususnya yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pertanahan. Hal ini

memberikan peluang yang sangat terbuka ke arah pengakuan dan perlindungan hukum

terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukurn adat. Salah satu kewenangan tersebut

yaitu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan

perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah rnasyarakat hukurn adat.

2. Saran

a. Perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk mernbina pengatian dan kesadaran

masyarakat mangenai alti pentingnya pendaftaran tanah tersebut melalui

penl.uluhan secara luas dengan bennacam cara dan siu'ana yang ada

b. Perlunya peilguatan kelembagaan adat yang dapat memfasilitasi rnasyarakat

hukum adat dalarn berparrisipasi pada pembangunan.
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